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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengingat semua hal tersebut, tibalah untuk mengemukakan kesimpulan 

dalam penelitian hukum ini, yaitu : 

1. Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Sarana 

Penyelesaian Sengketa Konsumen masih belum sesuai dengan Pasal 49 

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen karena ternyata tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hal tersebut menjadi salah satu faktor 

eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak banyak 

dimanfaatkan konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen yang 

menimbulkan kerugian yang tidak begitu besar karena jauh jaraknya. 

2. Bentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada pada saat ini 

adalah Badan peradilan khusus di luar sistem peradilan dan bersifat 

independent. Bentuk tersebut dinilai tidak tepat, karena Pemerintah 

Daerah dinilai masih kesulitan untuk membentuk suatu lembaga 

penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri, karena masalah anggaran 

dan/atau masalah keberadaan Sumber Daya Manusia. Mengingat semua 

hal tersebut maka perlulah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

ditiadakan dan dibentuklah Pengadilan Khusus Perlindungan Konsumen. 

Pengadilan ini berada di berada di bawah koordinasi Mahkamah Agung, 

 

 



109 
 

berada dalam Badan Peradilan Umum dan berada di setiap Pengadilan 

Negeri. Permasalahan kesulitan Anggaran diharapkan dapat dieliminasi 

karena yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara. Mengenai Hukum Acara yang digunakan dalam Pengadilan 

Khusus Perlindungan Konsumen, digunakanlah ketentuan hukum acara 

dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, kecuali terkait dengan 

eksekusi putusan dimana tidak perlu lagi menggunakan birokrasi yang 

berbeda dan Arbiter, Konsiliator dan Mediator merupakan Hakim yang 

bertugas di Pengadilan Negeri, namun Mediator tersebut harus 

mempunyai sertifikasi sebagai Mediator. Semua hal ini diharapkan 

mampu memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Huruf E 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

yang menentukan bahwa “Hak Konsumen adalah hak untuk 

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut.” Semua hal ini diharapkan mampu 

memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Huruf E 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

yang menentukan bahwa “Hak Konsumen adalah hak untuk 

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut.” 

B. Saran 

Mengingat semua hal tersebut, tibalah untuk mengemukakan saran dalam 

penelitian hukum ini, yaitu Pemerintah harus menggiatkan upaya 
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mencerdaskan konsumen, karena pada dasarnya setiap manusia adalah 

konsumen. 
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Kecamatan UMBULHARJO

Kelurahan MUJAMUJU

Persyaratan yang sudahdilampirkan :

1. Surat Permohonan kepada Walikota Yogyakarta Cq. Ka.Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
2. Proposa'i yang telah disyahkan oleh Instansi terkait, GurulDosen PembimbinglPengajar, stempel basah dari fakultas.
3. Daftar Pertanyaan/Materi WawancaralAngket/Kuesioner yang ditanda-tangani Dosen Pembimbing/Kepala Lembaga asal

peneliti
4. LokasilResponden dan waktu pelaksanaan penelitian/pendataan.
5. Stop Map merah 1 buah
6. Foto Copy KTP 1Paspor 1KIPEM (untuk WNA)
7. Apabila ~enelitian dilaksanakan di RSUD Kota Yogyakarta maka harus ada rekomendasi Izin Penelitian: dari RSUD Kota

.\f~.

Yogyakarta
8. Surat resmi dari MajeJis Pendidikan dasar dan lnenengah Pinlpinan daerah Muhammadiyah (apabila penelitian dilakukan di

lingkungan Majelis pendidikan Dasar dan Menengah serta Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kota
Yogyakarta)

9. Surat Rekomendasi dari Gubernur Cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Kota Propinsi DIY Uika Peneliti dari Luar
Propinsi)

10. Surat permohonan untuk mengadakan penelitian yang diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan (bagi perseorangan)
11. Surat Pengantar dari Sponsor/Lembaga. (utk WNA)
12. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian (Jika ada Perubahan Lokasi/Penambahan Lokasi)

It

Yang tiukan
{t:-
.-'

ROBB < RIMA PANGGABEAN

Catatan : Izin diambil jam 13.00-14.30 WIB diLoket 6

Contact Person !(pada Jam Kerja) : Tika Astri Andars;ari : (0274) 6871938

Senin, 24 Agust

Petugas Penlm,a

Untuk Informasi Status Proses Izin anda ketik STATUS (SPASI) NOMOR PENDAFTARAN kirim ke 081228730000

"Bl:JKTI TANDA TERIMA PENDAFTARAN IZIN INI BUKAN MERUPAKAN TANDA BUKTI IZIN"

 

 



 

 



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

(11:11.>11 )
KOTA YOGYAKARTA

Alamat Sekretarlat : JI. Kenarl No. 56 Komplek Balalkota Tlmoho, YOg)'akarta, Telp. 5:15865 psw. 344; 0274-7470354
Email: bpsklogla@logla.go.ld

SURAT KETERANGAN
Nomor: 3b /BPSK-YklS.Ket.lXI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Magister Ilmu Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.

"EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

SEBAGAI SARANA PENyELESAIAN SENGKETA KONSUMEN :

PROBLEMATIKA DALAM MENeARI KEADILAN OLEH

KONSUMEN"

Nama mahesiswa

Nomor idemtitas

Alamat

Fakultas

Program S.udi

Universitas

Dosen pembimbing

Judul penelitian

ROBBYPR~PANGGABEAN

145202181/PS~UH
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Telah datang kepada kami untuk memperoleh bahan-bahan dan melakukan penelitian di Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian tersebut semata-

mata dipergunakan untuk keperluan ilmiah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakafta, 11 November 2015
Kepala Sekretariat

.~.......~~~ Yogyakarta

 

 




